BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 2! TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG

Menimbang

Mengingat

[

WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan
Pemerintahan Daerah;

bahwa guna tertib administrasi dalam pelaksanaan dan
penerapan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di
Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur mengenai Tata
Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung
Walet;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Tata Cara
Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet,
dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan



4.

10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07 /2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1852);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 288);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 272);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 295);

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda
adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang
Pendapatan Daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala Bapenda adalah pimpinan Badan Pendapatan
Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang
bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
penerimaan lain-lain.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia,
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun pajak, atau
dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, kegiatan
penagihan Pajak dan retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak atau wajib
retribusi serta pengawasan penyetoran.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib
Pajak atau penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan
biaya penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak
Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian
tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak
dan biaya penagihan Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tuyjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah
dan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan tentang
perpajakan daerah.



23.
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28.
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32.

33.

34.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besarnya sanksi administratife, dan jumlah Pajak yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
yang telah ditetapkan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, atau STPD,
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib
Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan
yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan
perundangundangan perpajakan.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Hari adalah hari kerja.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Wajib Pajak adalah Wajib Pajak adalah setiap orang yang
terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yg diberikan kepada wajib pajak
sebagai identitas serta sarana administrasi dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh
Bendahara Umum Negara /Kuasa Bendahara Umum Negara
untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam
rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak,
cukai dalam negeri, dan peherimaan bukan pajak.

BAB II
OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2
Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.



Pasal 3
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet;
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.

BAB III
PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Penghitungan satuan pengenaan Pajak Sarang Burung
Walet adalah berdasarkan harga nilai jual sarang Burung
Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga
pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah
dengan volume sarang Burung Walet.

(3) Volume sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah berat dalam
satuan kilogram (Kg).

Pasal 5
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima
persen).

Pasal 6

(1) Perhitungan untuk besaran jumlah pajak yang dibayarkan
dengan mengalikan nilai jual sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan
volume dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

(2) Contoh Perhitungan Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini

Pasal 7
Besarnya nilai jual Objek Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku sebagai dasar
untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang harus dibayar
oleh Wajib Pajak.

Pasal 8
Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat
terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung
Walet.

Pasal 9
Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di Daerah
tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung
Walet.



BAB IV
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

(1) Wajib Pajak sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri
dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda dalam
jangka waku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan
lain.

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda akan
mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu)
NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

(4) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan proses sebagai berikut:

a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya
mengambil, mengisi dan menandatangani formulir
pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;

b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani
disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:

1. fotokopi kartu tanda penduduk
pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;

2. fotokopi akta Pendirian perusahaan, jika ada;

3. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab
berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda
penduduk dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;

c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda
memberikan tanda terima pendaftaran; dan

d. berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada
pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan
Kartu NPWPD;

(5) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan
objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak,
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan
administrasi perpajakan Daerah.

(6) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak badan/pemilik
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Peraturan Bupati Ini.

BAB YV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 11
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
yang terutang dengan menggunakan SSPD.
(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik.



(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat
dilakukan melalui pembayaran tunai melalui Bank Persepsi
yang ditunjuk oleh Bupati.

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang
untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut,
paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal pengiriman
SKPD.

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang
untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa
Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.

BAB VI
PEMBUKUAN

Pasal 12
Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan
secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan
ketentuan:
a.bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan; dan
b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan
atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pembukuan.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data
penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat
digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima)
tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal



Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib
Pajak Badan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 13

(1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh
Wajib Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per
jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(6) Format formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan
atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam
SPTPD.

(3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja
setelah berakhirnya Masa Pajak.

(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka
penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja
berikutnya.

Pasal 15

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat
dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah
untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah).

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami
keadaan kahar (force majeure).

(5) Kriteria keadaan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yaitu:
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a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/ atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 16
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan  tertulis sepanjang belum  dilakukan
Pemeriksaan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
kedaluwarsa penetapan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD
dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.
Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 17
Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang
disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1).
Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran
dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau
administrasi lainnya.
Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala
Bapenda menerbitkan STPD.
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan
jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen)
per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian
informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala
Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII
SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 18
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk Pajak
Sarang Burung Walet.
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar
berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan,;
b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau hasil
pemeriksaan.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak
yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka
penerbitan SKPDKBT.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit Pajak.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat
kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan
SKPDLB.

Pasal 19

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8%
(satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
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Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua
persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat
terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok Pajak yang kurang dibayar.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 20

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak

terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan

STPD.

Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Pajak

Sarang Burung Walet dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif
lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang
kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c, dikenai sanksi sanksi administratif berupa

bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari

Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal

jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari
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bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak, berdasarkan penghitungan
Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau
SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan
surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala
Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

(10) Format surat permohonan keberatan Pajak Sarang Burung
Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22
(1) Bupati melalui Kepala Bapenda harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
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Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan
Pemeriksaan.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).

Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas keberatan

dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

¢. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih
besar dari Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberi suatu

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
diterima

Pasal 23
Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak
yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala
Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima
dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.
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Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 25
Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak
dikenakan.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 26
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
tentang perpajakan Daerah.
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Surat Keputusan Pembetulan.
Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui
Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut
dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib
Pajak.
Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat meminta data,
informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui
Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pembetulan diterima.
Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berisi keputusan berupa:
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a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XI
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

Atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung
Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak kelebihan

pembayaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Pajak Sarang Burung Walet.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung

Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKPDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang

Burung Walet dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati

melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga

sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak

Sarang Burung Walet.

Tata cara pengajuan permohonan pengembalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wajib Pajak pribadi (umum) mengajukan surat
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dalam Bahasa
Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan
dilampiri dengan:

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya,;
2. surat permohonan pengembalian bermeterai
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan/atau dalam hal
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permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain
harus dengan melampirkan surat kuasa;

3. alasan pembatalan transaksi yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak dan diketahui oleh notaris (khusus
batal transaksi); dan

4. SPTPD Sarang Burung Walet yang sudah di validasi.

b. Wajib Pajak Badan mengajukan surat permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada
Bupati melalui Kepala Bapenda dalam Bahasa Indonesia
disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri
dengan:

1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

2. fotokopi susunan pengurus;

3. surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan dan
bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4.surat kuasa jika dikuasakan dengan bermeterai
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. SPTPD Sarang Burung Walet yang sudah di validasi;
dan

6. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam
rangka penggabungan atau peleburan usaha dari
Bupati (bagi Badan usaha milik daerah yang
melakukan penggabungan usaha (merger) atau
peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa
terlebih dahulu mengadakan likuidasi).

Pasal 28

(1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan dari
setoran Pajak Sarang Burung Walet tahun berjalan dan
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada anggaran
belanja tidak terduga.

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu:
a. Keputusan Bupati mengenai pengembalian Pajak Sarang

Burung Walet; dan

b. SKPDLB.

Pasal 29

(1) Prosedur pengembalian lebih bayar Sarang Burung Walet
yang terjadi pada tahun berjalan dan tahun-tahun
sebelumnya.

(2) Kepala Bapenda mengajukan Permohonan pencairan dana
kelebihan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet untuk
dibebankan pada belanja tidak terduga.

(3) SP2D-Sarang Burung Walet yang diterbitkan sebagai dasar
untuk pembayaran ke rekening wajib pajak.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal & (7let 2024

Diundangkan di Sampit

pada tanggal & [/l €l 2024
SEKRE DAERAH
KABUPATEN R IN TIMUR,
FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2l



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2l TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Wajib Pajak di Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penjualan sarang burung walet
tipe Mangkok sebanyak 3 Kg. Kemudian harga pasaran Sarang Burung Walet tipe
Mangkok Rp8.000.000,00/Kg. Sehingga pajak Sarang Burung Walet yang terutang yaitu:

Sarang Burung Walet Tipe Mangkok = 3 Kg x Rp8.000.000,00 x 5% = Rp1.200.000,00
Sehingga total pajak yang harus dibayar yaitu = Rp1.200.000,00

BUPATL KOTAWARINGIN TIMUR,




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

Nomer Formulir[ |

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah 73422, Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666

Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el bappenda@kotimkab.go.id

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

SURAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
Kepada
K_abupaten Kotawaringin Timur
o TEMPAT

PERHATIAN
y
2
3.

Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.

Beri tanda V pada kotak Dyang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara langsung atau dikiim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah diterima.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

. Bentuk Usaha : [Jorang Pribadi []Badan
- NamMa / Merek USENa © ottt
. Alamat Usaha

- Jalan/No L A Rethn fem e e e A S R B S S A SRR

- RT/RW - Kabupaten :

- Desa/Kelurahan - Kode Pos :

- Kecamatan .... - Nomor Telepon :
. Nama Pengelola T oo e A A A R S U e S S e T R D
. Alamat Pengelola

- Jalan/No £ comeeisa B R e B B B R e e S s T B

- RT/IRW : - Kabupaten :

- Desa/Kelurahan - Kode Pos :

- Kecamatan s - Nomor Telepon @ ...ccccceeieiciiineenannne,
. Surat Izin yang dimiliki (Fotokopi dilampirkan)

DSurat lzin Tempat Usaha Nomor : Tanggal :

DSurat 7.4 | TR Nomor : Tanggal : ..

I:]Sural I o sieevsininansiennins Nomor : Tanggal :

[ ]suratizin .........ccocovrrrecne. NOMOT oo, Tanggal : ..oovvveieeeeiiciceeenen.
. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

I:]Makanan dan/atau Minuman DBiro Reklame

DKelistrikan DSarang Burung Walet

D Perhotelan DPemaniaatan Air Tanah

[ ]Pengelolaan Parkir [ ]Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

[ ]esenian dan Hiburan [ JLainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu ...............
. Kewajiban Pajak Daerah

[ Jmakanan danatau Minuman (PBJT) [ JPaiak Reklame

DTenaga Listrik (PBJT) [ ]Pajak Sarang Burung Walet

[ ]vasa Perhotelan (PBJT) [_]Pajak Air Tanah

[ ]Jasa Parkir (PBUT) [__]Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

[ Juasa Kesenian dan Hiburan (PBJT)

Dilampirkan :

a. Fotocopy KTP

Fotocopy Surat Izin Usaha (jika ada)
Fotocopy Daftar Menu/Harga/Brosur (Jika ada)
Foto Usaha/Reklame (jika diperlukan)

LS =z A=




B. KETERANGAN PEMILIK

9. Nama Pemilik
10. Alamat Pemilik

- Jalan/No ST T i femaman e e B S e B S S
- RT/RW : - Kabupaten P iR
- Desal/Kelurahan - Kode Pos L e
- Kecamatan - Nomor Telepon @ ...

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut
diatas beserta lampirandampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.................... i ssenmsasdbiaca
Wajib Pajak
Nama Jelas
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIIS| OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima Tanggal NPWPD yang diberikan :
L] CILT T T 17717 01 1
Nama Jelas/NIP Nama Jelas/NIP
Tanda Tangan : Tanda Tangan
o o e e e - —— e e e e e e Gunting Disini === =—————— - e e e e e
Nomor Formulir|
TANDA TERIMA
Nama
Alamat
..................... e TS  Tp
Yang Menerima
i it s )
LAMPIRAN PAJAK WALET
No. lenis Sarang Walet Volume(kg)/Tahun Harga Dasar/Kg

Sarang Mangkok

Sarang Sudut

Sarang Patahan

SIS

Campuran




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 2! TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
FORMULIR SPTPD
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR No. SPTPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Pajak

Ji. Jendral Ahmad Yani No. 14A Telp. (0531) 31668, Fax (0531) 31666

Tahun Pajak

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

N.P.W.P.D Kepada
(1 O [(ITITII1T1711 B Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Nama Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat di-

SAMPIT
PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.

2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap dilaporkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur paling lambat tanggal 15 hari kerja setelah berakhimya masa pajak.

3. Keterlambatan Pelaporan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penghitungan secara jabatan dan dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

A DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. |No| Uraian Volume (Kg)

Harga Pasar (Per Kg)

Jumlah

TOTAL

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun

Pajak Tertentu) :

a. Masa Pajak

b. Dasar Pengenaan (Jumlah
pembayaran yang diterima)

c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)

d. Pajak Terhutang (b x ¢)

3. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

a. Masa Pajak 7
b. Dasar Pengenaan (Jumiah
pembayaran yang diterima)
c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)
d. Pajak Terhutang (b x c)

B. PERNYATAAN

Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami laporkan tersebut diatas beserta

lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal oo

Sampit, cossnmausans
WP/Penanggung Pajak/Kuasa

Nama jelas/Cap/Stempe

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,




Yth.

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Sampit, ..o
Kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
Di -
SAMPIT
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : ..........cccooiiiiiiicceeeecee e,
Alamat e S
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merek Usaha e
NPWPD : HENEEEEERRRENR
Alamat T T B PR TS T B B
........................................ o imaamiiananis

TR TUD iiiviisiisuianisnssssmssnsmmmnensnassnesrsnsrasnsssesssnssserssnss ssne msmes ss mhcss ses SRR SRR RS HAR R AR SRR LR
deN@AN AlASAM ..o

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

*) Coret yang tidak perlu




